5.1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan terhadap PT.

Kidung Agung Jaya Perkasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Kidung Agung Jaya Perkasa yang dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan, maka atas
penyerahan Barang Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak. Pembuatan
Faktur Pajak (FP) Standar atas penyerahan Barang Kena Pajak untuk masa
pajak Desember 2005 dikenakan Pajak Keluaran (PK) sebesar Rp
17.389.673,00 untuk Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan
pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dalam masa pajak ini tidak ada
transaksi untuk retur penjualan, jadi tidak terdapat Pajak Pertambahan
Nilai yang dapat mengurangi Pajak Keluaran PT. Kidung Agung Jaya
Perkasa, sedangkan total Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah
sebesar Rp 15.463.645,00. Dari jumlah Pajak Keluaran dan Pajak
Masukan dalam masa pajak ini maka perusahaan harus melaporkan PPN
Kurang Bayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan
Nilai Desember 2005 sebesar Rp 1.926.028,00 dan PT. Kidung Agung
Jaya Perkasa juga akan menyetor Pajak Pertambahan Nilai terutang
dengan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) pada tanggal 9 Januari 2006

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
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2. Dengan diberlakukannya Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak,

maka Faktur Pajak ini sangat berperan sebagai dasar penghitungan Pajak

Pertambahan Nilai terutang.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai
masukan bagi pihak manajemen perusahaan, yaitu :

1. Perusahaan atau Wajib Pajak sebaiknya meningkatkan pengetahuan

mengenai  peraturan-peraturan  perpajakan, khususnya mengenai
pembuatan faktur pajak untuk menghindari keterlambatan pelaporan setiap
bulannya dan kesalahan pengisian faktur pajak sehingga dapat
memperlancar kegiatan atau jalannya perusahaan.

Pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai diharapkan lebih teliti
agar tidak sering melakukan pembetulan terutama jumlah Pajak Keluaran
dan Pajak Masukan serta nomor seri faktur yang sering terjadi salah ketik.
Pembetulan yang terlalu sering akan menimbulkan kecurigaan dan dapat
dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

Penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang, PT.
Kidung Agung Jaya Perkasa diharapkan tidak terlambat atau tidak lebih
dari 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, karena dengan
keterlambatan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan.
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4. Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai diharapkan tidak terlambat
karena akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp
50.000,00. Keterlambatan ini terjadi karena kelalaian Wajib Pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan.

5. Perusahaan perlu untuk mengikuti terus perkembangan peraturan
perpajakan di Indonesia yang terus menerus diperbaiki agar dapat

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
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